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ABSTRACT
MSMEs in Indonesia play a role as a trigger for economic growth in developing
and developed countries. MSMEs also have a crucial function in overcoming
problems in a region or region. When the economic situation slumps due to the
Covid-19 Pandemic, business people must be really observant in making decisions.
The Sidoarjo government has again taken steps as a form of controlling the
economic sector during the pandemic. The purpose of this study is to identify the
implementation of policies to strengthen micro, small and medium enterprises during
the Covid-19 pandemic in Sidoarjo. The research method used is a literature review
using 25 journal articles. The results of the study show there are several MSME
protection schemes carried out by the government in Sidoarjo, hamely as follows:
First, there is financial assistance and social assistance for MSME actors affected
by Covid-19, especially those who are vulnerable and classified as very poor.
Second, tax incentives for MSMEs. Third, relaxation and restructuring of credit for
MSMEs through the KurdaSayang program. Fourth, expansion of MSME working
capital financing. Fifth, synergistic cooperation between local governments and
related stakeholders as a buffer for MSME products. Sixth, training on the use of e-
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rintah di Sidoarjo, yaitu sebagai berikut: Pertama, adanya bantuan dana dan bansos
bagi pelaku UMKM yang terdampak Covid-19, khususnya yang rentan dan
tergolong sangat miskin. Kedua, insentif pajak bagi UMKM. Ketiga, relaksasi dan
restrukturisasi kredit bagi UMKM melalui program KurdaSayang. Keempat,
perluasan pembiayaan modal kerja UMKM. Kelima, kerjasama sinergis antara
pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait sebagai penyangga produk
UMKM. Keenam, pelatihan penggunaan platform digital e-learning. Sementara itu,
implementasi kebijakan penguatan usaha mikro, kecil dan menengah pada masa
pandemi di Sidoarjo, terlihat dari komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya dan

sikap para pelaksana.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, UMKM, Covid-19

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 menjadi salah satu wabah yang menimbulkan keresahan paling
ekstrim selama dua tahun terakhir. Hal ini disebabkan implikasi yang ditimbulkan
menyentuh seluruh elemen, baik ekonomi, sosial, dan politik, di seluruh dunia (Khanzad &
Gooyabadi, 2021), termasuk di Indonesia. The World Trade Organisation (WTO) bahkan
memprediksi tatanan negara masih akan belum stabil bahkan volume perdagangan dunia
secara global akan mengalami penurunan sekitar 32% pada tahun 2021-2022. Terlebih,
ancaman virus Corona kembali hadir dengan varian baru seperti Omicron, sehingga
keseluruhan aktivitas masyarakat harus dibatasi sesuai dengan mandat WHO, WTO dan
pemerintah negara(Arrizal & Sofyantoro, 2020). Indonesia sendiri mengalami perubahan
drastis pada angka-angka di sektor pariwisata, perdagangan, kesehatan, bahkan sektor
ekonomi makro maupun mikro, tidak terkecuali pada sektor ekonomi yang paling
terpengaruh oleh COVID-19 adalah sektor rumah tangga (Sugiri, 2020).

Tidak ingin mengalami kerugian masif, pemerintah kemudian mengambil langkah dalam
percepatan penanganan Covid-19, salah satunya menerapkan kebijakan PSBB (Pembatasan
Sosial Berskala Besar). Kebijakan PSBB bertujuan agar masyarakat membatasi seluruh
kegiatan di luar dan menekan angka penyebaran Covid-19 secara masif di Indonesia (Rosita
& Freddy, 2022). Bahkan, pembatasan ini juga diterapkan bagi pelaksanaan penddikan,
kegiatan ekonomi maupun sektor lainnya yang mengundang kerumunan dan berbahaya bagi
masyarakat. PSBB ini juga berlaku di wilayah Sidoarjo. Keterbatasan kegiatan masyarakat di
Sidoarjo mempengaruhi perekonomian masyarakat. Padahal, Sidoarjo dikenal sebagai salah
satu kota UMKM di Indonesia. UMKM di Indonesia berperan sebagai pemicu pertumbuhan
ekonomi di negara berkembang maupun negara maju. UMKM juga memiliki fungsi krusial
dalam mengatasi pengangguran di suatu wilayah maupun daerah (Huurin’iin et al., 2021).
Adanya UMKM memberi peluang lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat menjadi
terjamin. Menyadari manfaat peran UMKM tersebut, sehingga muncul upaya pengembangan
UMKM sebagai upaya dukungan terhadap percepatan kesejahteraan yang merata bagi
masyarakat di daerah dan pusat serta dapat meningkatkan daya saing produk UMKM
(Sunariani et al., 2017). Akan tetapi, selama Covid-19 ini, pelaku UMKM mengalami
banyak kemunduran dan kerugian yang selanjutnyaberdampak pada kesejahteraannya,
sehingga mulai bergantung pada bantuan-bantuan ekonomi dari berbagai pihak, termasuk
pemerintah pusat maupun daerah (Muzdalifah et al., 2020).

Adapun dampak ekonomi dan perdagangan yang terlihat sendiri yaitu adanya penurunan
angka daya beli, penjualan, omzet bahkan sampai dilakukan pengurangan karyawan. Kondisi
ini memaksa pelaku UMKM untuk mengambil tindakan maupun langkah demi
keberlangsungan usaha dan perekonomiannya sendiri. Oleh karena itu, banyaknya perubahan
upaya UMKM dalam mempertahankan usahanya menjadi bagian akibat dari kebijakan
pencegahan penyebaran Covid-19 (Muzdalifah et al., 2020).

Di saat situasi ekonomi terpuruk akibat Pandemi Covid-19, pelaku bisnis harus benar-
benar jeli dalam mengambil keputusan. Pemerintah Sidoarjo kembali mengambil langkah
sebagai bentuk pengendalian sektor ekonomi selama Pandemi, yaitu penguatan UMKM
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dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Pada saat pandemi tidak sedikit UMKM yang
mengalami krisis usaha. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Sidoarjo untuk menilik
kembali implementasi kebijakan dalam penguatan usaha mikro, kecil, dan mengah di masa
pandemi di Sidoarjo.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi
literatur adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti 25 penelitian
terdahulu mengenai implementasi kebijakan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
di masa pandemi Covid-19. Hasil temuan penelitian berupa rekomendasi yang akan di
adopsi ataupun dilakukan oleh UMKM untuk bertahan pada masa pandemi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Masa

Pandemi di Sidoarjo

Pandemi covid-19 menjadi wabah yang memberi dampak secara besar-besaran dan dinilai
mempengaruhi keseluruhan aspek maupun sektor termasuk usaha kecil dan menengah (Xu &
Abbasov, 2021). Namun, pada pandangan lain, adanya pandemi Covid-19, lebih menjadikan
usaha kecil dan menengah memiliki pasar dan peluang baru (Belitski et al., 2021).
Keberadaan UMKM sendiri disadari sebagai program yang sangat signifikan demi
perkembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Indonesia (Pangesti, 2021).
Penelitian Wijayaningsih, dkk ( 2021) menjelaskan bahwa UMKM harus diperhatikan
kontribusinya dalam perkembangan ekonomi dan dijadikan sebagai salah satu tujuan
pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya, Fildzah, dkk (2021) menambahkan bahwa
UMKM menjadi sangat krusial dan diperlukan karena diyakini mampu menuntaskan
permasalahan ekonomi mikro dan penurunan jumlah pengangguran di suatu wilayah.

UMKM selalu dipandang memiliki dan memberi kontribusi yang baik bagi seluruh
masyarakat yang hendak memulai suatu usaha demi kelangsungan hidupnya, hal ini tentunya
juga mempengaruhi perekonomian di Indonesia secara luas. Oleh karena itu, dibutuhkan
strategi maupun cara agar para pelaku usaha UMKM dapat terus mendukung perekonomian
negara (Suryani, 2021). Pada masa pandemi Covid-19, seluruh sektor terganggu termasuk
pada UMKM, dibutuhkan Kkebijakan publik yang sangat inovatif sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama wabah ini (Rosita & Freddy, 2022). Seluruh
hal yang menjadi kepentingan pemerintah yang terkait dengan masyarakat disebut sebagai
kebijakan publik. Kebijakan publik membuka peluang bagi masyarakat untuk merasa
dilindungi dan didukung dalam memenuhi hak serta kewajibannya sehingga masalah
kebijakan dapat diatasi dan diselesaikan (Nafiah et al., 2021) .

Penelitian (Sugiri, 2020) menunjukan bahwa seluruh dunia mengalami dampak pandemi,
dan hal ini juga terjadi di Indonesia, termasuk pada sektor UMKM. Dampak yang dapat
dilihat yaitu kesulitan modal karena perputaran finansial yang tidak lancar, angka penjualan
menurun, kesulitan bahan baku produk, serta masalah distribusi. Kendala UMKM lainnya,
selama pandemi yaitu akibat dari pembatasan sosial skala besar demi pencegahan
penyebaran Covid-19 secara masif, membuat pelaku usaha UMKM atau konvensional harus
mempu melakukan adaptasi dari sistem permodalan, produksi, operasional, disribusi maupun
penjualan. Hal ini juga didukung oleh kajian studi (Ausat & Suherlan, 2021) dimana pelaku
bisnis atau UMKM harus berani berinovasi dari tingkat strategi promosi, penjualan, bahkan
transaksi dengan menggunakan teknologi atau digital.

Hambatan ini, sangat perlu diperhatikan oleh Pemerintah, hal ini dikarenakan pemerintah
berperan untuk menjaga UMKM demi kestabilan perekonomian di Indonesia di masa
pandemi (Kornelius et al., 2020). Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah menjadi acuan
untuk menjalani perubahan kondisi selama Pandemi, karena wabah Covid-19 dikatgorikan
sebagai wabah nasional, sehingga menjadi wewenang pemerintah dalam mengupayakan
langkah-langkah strategis untuk menangani dampak akibat covid-19 tersebut, termasuk
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mengenai UMKM di Sidoarjo. Terdapat beberapa skema perlindungan UMKM yang
dilakukan pemerintah di Sidoarjo, yaitu sebagai berikut:

Pertama, adanya bantuan dana dan bantuan sosial bagi para pelaku UMKM yang
terdampak Covid-19, terutama yang rentan dan tergolong sangat miskin. Bantuan bagi
Pelaku Usaha Mikro (BPUM) sendiri telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan
UMKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah
bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan
Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pada
peraturan ini dijelaskan bahwa pemerintah memberi bantuan dana atau dalam bentuk uang
bagi pelaku UMKM sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan
kriteria tertentu yang telah ditentukan dan diberikan secara langsung melalui rekening
penerima BPUM (Lumempow et al., 2021).

Kedua, insentif pajak bagi UMKM. Insentif Pajak merupakan suatu pajak yang diambil
dan berasal dari penghasilan atas usaha-usaha yang telah didaftarkan dan menghasilkan
pendapatan bagi daerah. Pemerintah Sidoarjo, berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
sedang memperkirakan dan menghitung kebutuhan modal kerja darurat yang nantinya akan
diberikan kepada para pelaku UMKM yang telah terdampak pandemi Covid-19, pemerintah
juga berupaya memberikan pembebasan membayar pajak kepada para pelaku UMKM
selamaenam bulan. Ketiga, relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM melalui program
Kurda Sayang (Kredit Usaha Rakyat daerah Sidoarjo yang gemilang). Program KURDA
Sayang bisa diakses hanya melalui bank resmi Pemkab Sidoarjo, yaitu BPR Delta Artha.
Adapun nilai bantuan atau pinjaman yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo,
mulai dari 5 juta hingga 50 juta rupiah. Pelaku UMKM Kabupaten Sidoarjo, disiapkan dana
3,36 Milyar untuk memulihkan UMKM tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian Sinuraya
(2021) yaitu pemerintah perlu menyiapkan strategi jangka pendek maupun jangka panjang,
dimana terkait dengan penerapan prokes, dukungan UMKM terkait dengan pemodalan,
kredit dan pemanfaatan digital (Rivani et al., 2021). Strategi jangka panjang berkaitan
dengan perubahan strategi bisnis dan pengenalan platform digital yang memadai serta
pembiayaan pelatihan yang dibutuhkan selama Pandemi Covid-19 dengan tetap melakukan
kerjasama dengan korporasi dalam memberdayakan UMKM (Sugiri, 2020).

Keempat, perluasan pembiayaan modal kerja UMKM. Dalam perekonomian Indonesia,
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM adalah kelompok usaha yang memiliki
jumlah yang sangat besar. Pemerintah Sidoarjo harus melakukan pengukuran kebutuhan
UMKM terkait dengan pemodalan dan bekerjasama dengan seluruh pihak berwenang seperti
koperasi-koperasi yang mampu memberi permodalan tersebut. Selanjutnya, pemodalan juga
dilakukan dari insentif Pajak PPh Final untuk UMKM (Huurin’iin et al., 2021). Kelima,
kerjasama yang sinergi antara pemerintah daerah dan stakeholder terkait sebagai penyangga
produk UMKM. Pihak-pihak berwenang sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan
seluruh kebijakan selama Pandemi Covid-19, termasuk penyangga produk, mempromosikan,
melakukan langkah-langkah praktis dalam hal distribusi maupun penjualannya. Hal ini
sesuai dengan kajian empiris lain yang dilakukan oleh Alfrian & Pitaloka (2020) yang
menjelaskan bahwa sektor UMKM di Indonesia mengalami dampak dari Pandemi COVID-
19. Dimana terjadi penurunan pendapatan pada sisi penjualan, sehingga diperlukan bantuan
stakeholder sebagai penyangga produk UMKM. Selanjutnya, Rivani, Muftiadi &
Nirmalasari (2021) menunjukan bahwa masyarakat selama Pandemi lebih fokus pada
kebutuhan pokok, sehingga UMKM lain (non makanan) terkesan tidak dibutuhkan dan
transaksi penjualan juga menurun drastis. Pemerintah maupun stakeholder dituntut untuk
dapat membangkitkan keterpurukan ini, terlebih keterbatasan pengetahuan mengenai sistem
penjualan pada masa ini, seperti penggunaan teknologi membuat masyarakat pelaku UMKM
hanya mengandalkan pemerintah. Sejatinya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten
Sidoarjo sangat beragam, mulai dari minuman, makanan, kerajinan, sepatu, batik, tas, koper
bahkan tekstil lainnya. Akan tetapi, selama pandemi penurunan pengunjung, pembeli,
distribusi yang terhambat, produksi dan operasional yang tidak berjalan sebagaimana
mestinya, perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat (Widyaningtyas &
Rahmawati, 2021).
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Keenam, pelatihan penggunaan platform digital secara e-learning (Sugiri, 2020). Banyak
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terkenadampak pandemi COVID-19 di
Indonesia, khususnya yang belum sepenuhnya beradaptasi dengan revolusi industri 4.0
(Tanaya & Ekyawan, 2020). Banyak masyarakat yang masih belum beralih menjadi
wirausaha yang inovatif, sehingga tidak memberikan perubahan bagi usahanya maupun
perkembangan ekonomi secara masif (Fildzah et al., 2021). Oleh karena itu, dibutuhkan
strategi baru untuk melakukan pemasaran pada usaha UMKM, terutama terkait dengan
penggunaan teknologi agar lebih siap dan merespons terhadap ketidak pastian selama
pandemi (Klein & Todesco, 2021). Hal ini juga selaras dengan dukungan Pemerintah
Indonesia yang proaktif agar terhubung dengan platform digital, agar tetap bertahan selama
pandemi (Purbasari et al., 2021).

Pada masalah digital, Pemerintah Sidoarjo juga bersama pihak Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kabupaten Sidoarjo, dan stakeholder lainnya, terus melakukan sosialisasi dalam
penggunaan digital seperti media sosial untuk pemasaran dan bergabung dengan platform
seperti Gojek maupun Grab. Untuk pelayanan perijinan, Pemerintah Sidoarjo juga
mengoptimalkan program SIPRAJA (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo), dimana untuk
menghentikan penyebaran virus corona di Sidoarjo maka seluruh pelayanan perijinan beralih
menggunakan SIPRAJA termasuk kaitannyadengan UMKM (Saputra & Widiyarta, 2021).

Implementasi Kebijakan Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah di Masa Pandemi di Sidoarjo

Model implementasi kebijakan yang dapat menggambarkan keseluruhan dari penguatan
UMKM di Sidoarjo, yaitu dengan menggunakan teori George C. Edwards Il yang disebut
model kebijakan publik Direct and Indirect on implementation. Adapun empat variabel teori
tersebut yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

a) Komunikasi

Peran aktif pemerintah dan setiap stakeholder dalam mewujudkan dan
menerapkan kebijakan sangat dibutuhkan, begitu pula yang cobadilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Sidoarjo. Selama pandemi, komunikasi antar pihak mungkin akan sulit
dilaksanakan karena pencegahan pertemuan secara langsung dan himbauan agar
tidak melakukan kerumunan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih baik
dalam merencanakan komunikasi antar pihak secara baik, sehingga dalam
menjalankan program atau kebijakan, dapat dilakukan secara continue dan optimal
(Sugiri, 2020). Peran aparatur di kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan RT atau
RW terhadap kebijakan program yang sudah dirancang oleh Pemerintah Daerah
perlu ditingkatkan dengan sosialisasi melalui kerjasama dengan Kepolisian di
masing-masing Kampung Tangguh Semeru melalui tokoh masyarakat setempat
yang ditujukan bagi pelaku UMKM. Sosialisasi juga dapat melalui platform digital
(Nafiah et al., 2021), pesan berantai melalui WhatsApp, Telegram, maupun website
terpercaya yang mudah diakses oleh seluruh pihak, baik stakeholder maupun
masyarakat (Arrizal & Sofyantoro, 2020), terlebih oleh pelaku UMKM dan
pelaksana penguatan UMKM di Sidoarjo.

b) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi kebijakan ini apabiladianalisis dengan seksama merupakan
kebijakan dengan struktur birokrasi yang terfragmentasikan. Fragmentasi sendiri
merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan
sehingga memerlukan koordinasi dan menajemen risiko yang memadai pada
impelementasi kebijakan (Nafiah et al., 2021). Struktur birokrasi untuk pelaksanaan
kebijakan penguatan sudah ada, namun perlu peningkatan dalam menjalankan
fungsinya, terutamadalam hal memberikan informasi memadai dan mendukung
seluruh  kebutuhan pelaksanaan penguatan UMKM tersebut. Hal ini
dapatdiwujudkan dengan adanya SOP yang tepat, regulasi yang mendukung
UMKM selain mengenai bantuan dana maupun sosial, serta meminimalisir
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kepentingan individu yang tidak sejalan dengan kebijakan penguatan UMKM yang
diterapkan (Huurin’iin et al., 2021).
c) Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor yang turut berpengaruh dalam implementasi.
Sumber daya dalam penelitian ini terkait dengan seluruh sumber yang digunakan
guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan maupun program, baik berupa sumber
daya manusia, data dan informasi penunjang, serta fasilitas yang meliputi sarana
prasarana dan dana (Huurin’iin et al., 2021). Oleh karena itu, setiap sumber daya
harus terukur dan terencana secara detail. Hal ini dikarenakan seakuratnya sebuah
komunikasi serta ketentuan yang jelas tidak akan dapat maksimal jika tidak
memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan dan mendukung kebijakan
tersebut secara efektif. Sumber daya manusia di Dinas Koperasi dan UKM, baik
secara kuantitas maupun secara kualitas telah memenuhi standar pelaksanaan
program. Sumber daya dana/ anggaran, yang mana berkaitan dengan kecukupan
anggaran bagi penguatan UMKM seperti dana gulir dari APBD sebesar 3,36 Miliar
dan dana lainnya dari pajak yang dapat digunakan untuk memperlancar penguatan
UMKM. Tentu, tanpadukungan anggaran yang memadai, kebijakan apapun tidak
akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

d) Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana dalam penelitian ini diartikan sebagai dukungan anggota tim
koordinasi dan tim kelompok kerja terhadap program atau keinginan untuk
melaksanakan kebijakan yang ditunjukkan dengan komitmen terhadap
terlaksananya program (Huurin’iin et al., 2021). Sikap pelaksana dalam kebijakan
penguatan UMKM di Sidoarjo selama pandemi sudah selaras dan bersinergi satu
sama lain. Terlebih, terdapat upaya percepatan penanganan Covid-19, sehingga
masyarakat dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Komitmen seharusnya menjadi
syarat utama dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Wujud nyata dari sikap, kepastian
kinerja, dukungan seluruh pihak maupun stakeholder dapatdilihat dari komitmen
tersebut, termasuk penguatan UMKM di Sidoarjo selama pandemi covid-19.
Menurut kajian empiris (Khanzad & Gooyabadi, 2021) pelaksanaan kebijakan akan
berbanding lurus dengan sikap dari seluruh lingkungan atau organisasi. Sikap
pelaksana program maupun kebijakan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap
kesuksesan implementasi kebijakan. Apabila pelaksana melaksanakan kebijakan
dengan baik, maka tujuan kebijakan akan terwujud. Begitu juga sebaliknya, apabila
sikap pelaksana tidak optimal maka tujuan kebijakan tidak akan tercapai dengan
baik.

Komitmen atau dukungan terhadap implementasi program ini sudah cukup baik, akan
tetapi perlu pengaturan prioritas yang lebih baik, terkait dengan penguatan UMKM, seperti
sosialisasi platform digital yang optimal, dukungan terhadap pendataan UMKM di seluruh
Kabupaten Sidoarjo, serta sasaran kegiatan dari kebijakan penguatan UMKM. Program dan
kegiatan yang dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan (prokes) harus
secara terintegrasi dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat terutama pelaku
UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 yang terjadi selama dua tahun terakhir, telah berdampak bagi seluruh
sektor termasuk perekonomian Indonesia, terutama bagi UMKM. Terdapat beberapa skema
perlindungan UMKM vyang dilakukan pemerintah di Sidoarjo, diantaranya: (1) Adanya
bantuan dana dan bantuan sosial bagi para pelaku UMKM yang terdampak Covid-19,
terutama yang rentan dan tergolong sangat miskin; (2) Insentif pajak bagi UMKM; (3)
Relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM melalui program Kurda Sayang (Kredit
Usaha Rakyat daerah Sidoarjo yang gemilang); (4) Perluasan pembiayaan modal kerja
UMKM; (5) Kerjasama yang sinergi antara pemerintah daerah dan stakeholder terkait
sebagai penyangga produk UMKM; (6) Pelatihan penggunaan platform digital secara e-
learning.
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Sementara, implementasi kebijakan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di masa
pandemi di Sidoarjo, dapat dilihat dari komunikasi, yaitu perlu ditingkatkan dengan
sosialisasi melalui kerjasama dengan Kepolisian di masing-masing Kampung Tangguh
Semeru melalui tokoh masyarakat setempat yang ditujukan bagi pelaku UMKM. Struktur
birokrasi, yaitu struktur birokrasi untuk pelaksanaan kebijakan penguatan sudah ada, namun
perlu peningkatan dalam menjalankan fungsinya. Sumber daya, dimana jumlah SDM Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro, baik secara kuantitas maupun secara kualitas telah memenuhi
standar pelaksanaan program. Sumber daya dana/anggaran, yang mana berkaitan dengan
kecukupan anggaran bagi penguatan UMKM seperti dana gulir dari APBD sebesar 3,36
Miliar dan dana lainnya dari pajak yang dapat digunakan untuk memperlancar penguatan
UMKM. Selanjutnya, sikap pelaksana, dimana dalam kebijakan penguatan UMKM di
Sidoarjo selama pandemi sudah selaras dan bersinergi satu sama lain.
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